Pusaif Kagian Geggaran | Badan Kealtfiar PR KT

Buletin
APBN

Vol. IV, Edisi 16, Agustus 2019

Menakar Rencana Pemotongan
Tarif Pajak Penghasilan Badan

p. 3

Urgensi dan Tantangan Kartu
Pra Kerja
p. 7

Mengevaluasi Kinerja
Pemenuhan Kebutuhan Air
Sebagai Prioritas Nasional

a p. 1

. -
IR

ISO 9001:2015 v2502 558006

Certificate No. Iaﬁ—- I;SN 2502-8685
' . gl lll‘-i




Dewan Redaksi

Penanggung Jawab Redaktur
Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., Dahiri Editor
M.Si. Ratna Christianingrum Ade Nurul Aida
Pemimpin Redaksi Martha Carolina Marihot Nasution
Dwi Resti Pratiwi Rendy Alvaro

Menakar Rencana Pemotongan Tarif Pajak 3
Penghasilan Badan P.

PEMERINTAH berencana menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan

dari 25 persen menjadi 20 persen. Namun, rencana tersebut menuai pro dan
kontra. Di satu sisi, sudah 10 tahun lamanya Indonesia bertahan dengan tarif
PPh sebesar 25 persen sementara rata-rata tarif PPh global menunjukkan tren
yang menurun terutama di negara-negara berkembang. Selain itu penurunan tarif
diharapkan dapat menarik investasi dan meningkatkan rasio pajak. Namun di sisi
lain, persoalan utama terhambatnya investasi di Indonesia bukan isu tarif pajak
melainkan terkait kepastian hukum dan keamanan.

p7 Urgensi dan Tantangan Kartu Pra Kerja

DALAM rangka peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai
dengan Tema Kebijakan Fiskal 2020 yaitu” APBN untuk Akselerasi Daya Saing
melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM” pemerintah Indonesia mengeluarkan
Program Kartu Pra Kerja. Dengan adanya Kartu Pra Kerja diharapkan dapat
meningkatkan produktivitas bagi para pencari kerja.

Mengevaluasi Kinerja Pemenuhan Kebutuhan Air 11
Sebagai Prioritas Nasional of

PENINGKATAN Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan berkualitas menjadi
tema pembangunan nasional di Tahun 2020. Oleh sebab itu pemerintah
menetapkan dua program prioritas dalam rangka mencapai target tersebut, yaitu
Program Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Kebutuhan Air serta
Daya Dukung Lingkungan. Namun dua program yang merupakan lanjutan dari
program pembangunan RPJMN 2015-2019 tersebut masih mengalami kendala
dalam proses kinerjanya, bahkan data statistik menunjukkan tren kinerja yang
menurun. Butuh effort yang lebih tinggi bagi pemerintah agar target pembangunan
di Tahun 2020 dapat tercapai dengan tetap berkomitmen memperkuat kualitas
alokasi pada program prioritas.
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( primer

Menakar Rencana Pemotongan Tarif Pajak
Penghasilan Badan

oleh
Dwi Resti Pratiwi’)

Abstrak

Pemerintah berencana menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan
dari 25 persen menjadi 20 persen. Namun, rencana tersebut menuai pro dan
kontra. Di satu sisi, sudah 10 tahun lamanya Indonesia bertahan dengan tarif
PPh sebesar 25 persen sementara rata-rata tarif PPh global menunjukkan tren
yang menurun terutama di negara-negara berkembang. Selain itu penurunan
tarif diharapkan dapat menarik investasi dan meningkatkan rasio pajak. Namun
di sisi lain, persoalan utama terhambatnya investasi di Indonesia bukan isu
tarif pajak melainkan terkait kepastian hukum dan keamanan. Tentunya jika
persoalan utama investasi belum dapat diatasi, kebijakan penurunan pajak
hanya akan menggerus penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah

perlu memperhitungkan lebih matang sebelum kebijakan

udah setahun belakang,
S pemerintah menyampaikan

wacana untuk menurunkan tarif
pajak badan. Menteri Keuangan Sri
Mulyani menyatakan bahwa sudah
saatnya Indonesia menurunkan
tarif pajak badan usaha karena
negara-negara berkembang memiliki
kecenderungan melakukan kebijakan
serupa. Bila dilihat tren rata-rata global,
tarif pajak badan selama 10 tahun
terakhir menunjukkan penurunan,
dimana pada tahun 2009 berada
diangka 25,32 persen sedangkan di
tahun 2019 menjadi 23,79 persen.
Sementara untuk lingkup Asia sendiri
berada di angka 26,24 persen untuk
rata-rata tarif pajak badan di tahun 2009
dan mengalami penurunan menjadi
21,09 persen di tahun 2019 (KPMG,
2019). Pemerintah Indonesia sendiri
akan berencana menurunkan tarif
pajak badan dari 25 persen menjadi
20 persen. Dimana tarif pajak sebesar
25 persen ini diberlakukan sejak 2010
silam, menggantikan ketentuan awal UU
Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak
Penghasilan, yakni 28 persen yang
dimulai sejak 2009. Perubahan tarif
pajak ini tentunya membutuhkan proses
yang panjang karena PPh Badan diatur
dalam sebuah undang-undang sehingga
perubahannya harus melalui mekanisme
legislasi.

Ada beberapa alasan pertimbangan
pemerintah yang menilai bahwa

ini  diterapkan.

tarif pajak penghasilan badan perlu
diturunkan. Alasan yang sering
diungkapkan pemerintah yaitu
penurunan tarif PPh badan dimaksudkan
agar rasio pajak terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) meningkat.
Dimana sejauh ini, rasio pajak tercatat
di angka 10 persen dan diharapkan bisa
terdongkrak 12 persen tahun ini. Alasan
selanjutnya yaitu persaingan global saat
ini mengarah pada penurunan tarif pajak
badan sebagai upaya menarik investasi
luar negeri (CNN, 2019). Lantas,

yang menjadi pertanyaan selanjutnya
apakah dengan kondisi Indonesia

saat ini, pemerintah perlu menempuh
pendekatan yang sama dengan tren
global tersebut? Apakah penurunan tarif
PPh Badan benar-benar akan menjadi
daya tarik bagi investasi langsung dan
mendongkrak rasio pajak?

Tarif Pajak Rendah Bukan Pendorong
Utama Investasi

Bank Dunia (2018) mencatat

bahwa terdapat sepuluh faktor yang
mempengaruhi keputusan dalam
berinvestasi di luar negeri. Lima faktor
utama yang dianggap para investor
sangat penting dalam mempengaruhi
keputusannya berinvestasi di negara
berkembang yaitu (1) kestabilan politik
dan keamanan; (2) kepastian hukum;
(3) potensi pangsa pasar domestik;(4)
stabilitas makro dan kurs mata uang;
serta (5) tenaga kerja yang berdaya

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: dwirestipratiwi@gmail.com
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saing. Sementara itu, pertimbangan
tarif pajak yang rendah ada di posisi
ketujuh, masih di bawah ketersediaan
infrastruktur fisik yang mumpuni. Survei
tersebut menunjukkan bahwa tarif pajak
yang rendah bukan merupakan faktor
pendorong utama yang mempengaruhi
keputusan berinvestasi. Apabila keenam
faktor utama tersebut telah terpenuhi di
Indonesia, maka kebijakan tarif pajak
yang rendah akan lebih efektif dalam
meningkatkan investasi di Indonesia.
Namun pada kenyataannya, masih
terdapat permasalahan yang dihadapi
investor terutama terkait kestabilan
politik dan keamanan serta kepastian
hukum. Jika faktor utama saja masih
terkendala, maka kebijakan pemotongan
tarif akan tidak berjalan efektif bahkan
hanya akan mengorbankan penerimaan
negara.

Kondisi politik Indonesia bisa dikatakan
masih dinilai kurang stabil di mata dunia.
Hal tersebut ditandai dari hasil survei
World Bank (2019) yang menunjukkan
bahwa indeks kestabilan politik
Indonesia berada di peringkat bawah
yaitu 135 dari 195 negara dengan nilai
-0,51! (theglobaleconomy.com, 2019).
Selain itu, kondisi keamanan yang
kurang terjaga berupa demonstrasi

yang sering terjadi di Indonesia cukup
mempengaruhi kepercayaan investor.
Ketua Apindo Batam (2019) menyatakan
bahwa demonstrasi buruh yang sering
terjadi membawa dampak besar

bagi keberlangsungan perusahaan.
Pada tahun 2017, ada sebanyak 90
perusahaan tutup pabrik di Batam, tahun
2018 terdapat 62 perusahaan, dan di
akhir tahun 2019 masih ada perusahaan
yang berencana tutup pabrik,
diantaranya PT. Unisem. Fenomena
tersebut membuat para investor merasa
bahwa investasi di Batam sudah tidak
lagi menguntungkan?. Menurutnya
asalkan pemerintah dapat menjamin
kondusifitas tenaga kerja dan menjamin
tidak akan terjadi demonstrasi, investor
pasti akan banyak berdatangan ke
Indonesia. Selain itu terkait kepastian
hukum yang lemah masih menjadi
kendala dalam berinvestasi di Indonesia.
Menurut Ketua Apindo Batam, yang

Gambar 1. Perkembangan Realisasi
Investasi 2014 - Maret 2019
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tidak menarik bagi investor asing
untuk berinvestasi di Indonesia adalah
proses perizinan yang berbelit dan
lama serta peraturan yang sering tidak
konsisten. Contohnya adalah proses
perijinan di BKPM merupakan proses
yang paling rumit. Walaupun saat ini
pemerintah membuat aplikasi perizinan
Online Single Submission (OSS),
namun aplikasi ini dianggap tidak siap
dioperasikan.

2015

Selanjutnya, berbagai Paket Kebijakan
Ekonomi yang diluncurkan sejak tahun
2014 yang tujuannya memberikan
kemudahan berinvestasi seperti
deregulasi, debirokratisasi, perluasan
fasilitas tax holiday, dan insentif
lainnya belum mampu mendongkrak
investasi di Indonesia. Pada Gambar 1
terlihat bahwa meskipun nilai investasi
meningkat dari tahun 2014-2018
namun rata-rata pertumbuhannya justru
mengalami penurunan, bahkan di tahun
2018 hanya mampu tumbuh di angka

4 persen. Hal ini seharusnya menjadi
evaluasi bagi pemerintah bahwa fasilitas
pajak maupun tarif yang rendah bukan
hal utama dalam mendorong investasi
baru di Indonesia.

Tarif Pajak Rendah Tidak Menjamin
Kenaikan Rasio Pajak

Beberapa pakar menyatakan bahwa
penurunan tarif pajak tidak serta
merta akan menaikan rasio pajak.

1) Nilai -2,5 menandakan kestabilan politik yang lemah, sementara 2,5 menandakan kestabilan politik yang kuat.

2) Berdasarkan hasil FGD antara Apindo Kepulauan Riau yang diwakili Bapak Refki Rasyid selaku Ketua Apindo Batam

dan Tim Pendapatan dan Pembiayaan di Kantor Apindo Batam tanggal 30 Juli 2019 di Kantor Apindo Batam.
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Sebagaimana diungkapkan oleh

Ketua HIPMI Tax Center, Ajib Hamdani
bahwa korelasi antara tarif pajak dan
rasio pajak merupakan sesuatu yang
masih diperdebatkan. Hal serupa juga
disampaikan oleh Direktur Eksekutif
Center for Indonesia Taxation Analysis
(CITA), Yustinus Prastowo bahwa
penurunan tarif PPh tak selamanya
berdampak baik terhadap rasio pajak
dalam jangka pendek. Dengan kondisi
pertumbuhan ekonomi yang cenderung
stagnan di kisaran 5 persen, hilangnya
potensi penerimaan akan semakin
memperburuk pertumbuhan dan
memperlebar defisit APBN. Indonesia
sendiri sudah beberapa kali menurunkan
tarif pajak badan sebelum tahun 2009,
namun tidak berdampak positif bagi
kenaikan rasio pajak (Gambar 2).

Berkaca pada kasus di beberapa
negara, penurunan tarif PPh badan juga
tidak selalu membuahkan hasil yang
memuaskan dalam meningkatkan rasio
pajak khususnya di negara berkembang.
Sebagai contoh, Malaysia telah
beberapa kali menurunkan tarif PPh
badan, dimana tahun 2007 sebesar 27
persen dengan rasio pajak 14,3 persen
kemudian di tahun berikutnya turun
bertahap hingga tahun 2015 sampai

saat ini menjadi 24 persen namun rasio
pajaknya turut melemah diangka 13,2
persen (Gambar 2). Hal serupa juga
terjadi di Thailand dimana penurunan
tarif badan justru tidak berdampak baik
pada rasio pajak. Berbeda dengan
Filipina yang memiliki tarif pajak tertinggi
di Asia Tenggara yaitu 30 persen sejak
tahun 2009 namun tetap berhasil
membuat rasio pajaknya melaju naik
(Gambar 2). Dengan begitu, sebaiknya
pemerintah perlu mempertimbangkan
kebijakan pemotongan tarif ini karena
memang belum terbukti pasti bahwa
turunnya tarif PPh akan selalu
mendorong kenaikan rasio pajak.

Potensi Penerimaan yang Hilang

Pajak penghasilan badan merupakan
jenis pajak yang memberikan
kontribusi terbesar bagi penerimaan
perpajakan. Dimana pada tahun
2018, dari total Rp1.518,7 triliun
penerimaan perpajakan, 16,6 persen
atau Rp252,13 triliun disumbang dari
PPh badan. Sehingga dengan adanya
pengurangan tarif pajak, akan sangat
berdampak besar bagi penerimaan
negara. Bila diasumsikan kebijakan
ini akan mulai berlaku pada tahun
2021 dan pertumbuhan PPh badan

Gambar 2. Tarif PPh Badan dan Rasio Pajak di Beberapa Negara di Asia Tenggara
(dalam persen)
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di tahun tersebut tidak mengalami : - o

perubahan yaitu sama seperti tahun Badan sebesar 1,16 juta naik menjad

2017 dan 2018 sebesar rata-rata 21 1,21 juta di tahun 2016 dan kembal
turun di tahun 2017 hanya 1,18 juta.

persen, maka penerimaan yang hilang Bahkan dari jumlah WP Badan tersebut,
akan mencapai sekitar Rp73,77 triliun. hanya 61,6 persen yang menyampaikan
Sementara itu, Direktorat Jenderal ’ -

: . Surat Pemberitahuan (SPT) (DJP,
Pajak (DJP) Kemenkeu memprediksi 2018). Dilihat dari kinerjanya pun
potensi kehilangan penerimaan __ belum cukup baik dilihat dari shortfall
negara dapat mencapal Rp 87 triliun PPh yang terus terjadi. Di tahun 2014
(Tempo.co, 2019). Apabila tidak ada realisasi PPh Badan hanya mencapai

reformasi perpajakan yang berarti 87 - -
- - ; persen bahkan anjlok hingga 63,8
dalam meningkatkan basis pajak maka persen di tahun 2016 dan meningkat

penurunan tarif PPh badan hanya S . o
akan mendisrupsi ekonomi. Bisa dilihat S%n;g?_l,le?: tﬂg‘f?mz%lgg'nﬁ‘ﬁiﬁ rgaarl]'\?vzs'

perluasan basis pajak badan belum :
. . S . performa PPh Badan masih rendah,
berjalan efektif yang ditunjukkan dari sehingga belum saatnya mereka layak

jumlah WP Badan yang tidak mengalami - - -
kenaikan signifikan dari tahun ke tahun. Lng;nkperoleh insentif pemotongan tarif

Tercatat di tahun 2014 jumlah WP
CN\” Aé vAvAvAvAvAvﬂ

{ Rekomendasi

Sebelum menerapkan kebijakan pemotongan tarif pajak badan ini terdapat

vl

beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah. Pertama, pemerintah perlu }
menjaga kestabilan politik dan memastikan keamanan berinvestasi di Indonesia.
Kedua, mengevaluasi efektivitas berbagai kebijakan ekonomi yang mendorong
pertumbuhan industri seperti kemudahan dan simplifikasi perizinan serta fasilitas
perpajakan, karena nyatanya hingga saat ini permasalahan klasik seperti
birokrasi rumit, tumpang tindih peraturan dan proses perizinan yang lama masih
dikeluhkan pengusaha. Ketiga, pemerintah perlu lebih giat memperluas basis
pajak dengan menambah jumlah WP terdaftar serta meningkatkan kepatuhan
pelaporan SPT. Jika kebijakan pemotongan tarif pajak ditetapkan dengan
{ kondisi basis pajak yang masih sama justru hanya akan menurunkan rasio ’

l pajak. Keempat, sistem administrasi perpajakan yang harus dibuat sesederhana J

vl

mungkin agar masyarakat mau membayar pajak.
SN N N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\
Daftar Pustaka
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Urgensi dan Tantangan Kartu Pra Kerja

oleh
Adhi Prasetyo S.W.")
Ollani Vabiola Bangun™)

Abstrak

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan
Tema Kebijakan Fiskal 2020 yaitu "APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui
Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM” pemerintah Indonesia mengeluarkan
Program Kartu Pra Kerja. Dengan adanya Kartu Pra Kerja diharapkan dapat
meningkatkan produktivitas bagi para pencari kerja.

idato Presiden tanggal 16
PAgustus 2019 pada penyampaian
keterangan pemerintah atas

Rancangan Undang-Undang (RUU)
tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) tahun anggaran
2020 beserta Nota Keuangannya
menyatakan bahwa salah satu kunci
untuk memajukan Indonesia adalah
dengan cara meningkatkan daya

saing nasional yang bertumpu pada
kualitas sumber daya manusia (SDM).
Hal tersebut juga tercermin dari tema
kebijakan fiskal tahun 2020 yaitu

“APBN untuk Akselerasi Daya Saing
melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas
Sumber Daya Manusia. Pemerintah
telah mengeluarkan program Kartu Pra
Kerja untuk mendukung pengembangan
sumber daya manusia dengan alokasi
anggaran Rp8-10 T. Pemerintah
berharap melalui Kartu Pra Kerja

dapat mempersiapkan tenaga kerja
Indonesia untuk memiliki kemampuan
dan keterampilan yang berkualitas untuk
menghadapi pasar kerja di Indonesia.
Latar belakang program Kartu Pra Kerja
ini disebabkan oleh berbagai kondisi (NK
RAPBN, 2020), diantaranya: pertama,
kondisi ketenagakerjaan Indonesia yang
63 persen lulusan pendidikan formalnya
tidak sesuai dengan kebutuhan dunia
kerja; kedua, revolusi industri 4.0

yang akan menghasilkan gap antara
kompetensi tenaga kerja saat ini dan
kompetensi yang dibutuhkan di masa
mendatang; dan ketiga, bonus demografi
yang akan dimiliki Indonesia pada tahun
2030-2040. Selain urgensi yang telah
disebutkan dalam NK RAPBN tahun
2020, dalam tulisan ini penulis ingin

melihat urgensi lain dan tantangan

yang akan dihadapi pemerintah dalam
menjalankan program ini sehingga dapat
menentukan arah kebijakan yang tepat
untuk merealisasikan program Kartu Pra
Kerja.

Program Kartu Pra Kerja dan
Urgensinya

Kartu Pra Kerja merupakan program
pemerintah dalam rangka mendukung
masyarakat miskin yang belum bekerja,
dengan memberikan pelatihan kerja

dan bantuan insentif paska pelatihan
dengan mengoptimalkan lembaga-
lembaga pelatihan masyarakat baik yang
berada di bawah kementerian/lembaga
(K/L) maupun swasta. Kartu Pra Kerja
menjadi salah satu solusi dari banyaknya
masyarakat yang mengeluhkan tentang
kesulitan memperoleh pekerjaan dan
pendidikan/keahlian yang tidak sesuai
dengan kebutuhan dunia kerja. Melalui
program Kartu Pra Kerja diharapkan
kompetensi, baik para pencari kerja
baru, pencari kerja yang alih profesi,
atau korban Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) dapat mengisi kebutuhan dunia
kerja, sehingga masalah pengangguran
di Indonesia dapat diatasi.

Kartu Pra Kerja tahun 2020 akan
diberikan kepada dua juta penerima
manfaat. Mekanisme penyaluran Kartu
Pra Kerja akan dilaksanakan dalam
dua bentuk: pertama, Kartu Pra Kerja
akses reguler, dengan target sasaran
sebanyak 500 ribu orang. Akses ini
merupakan lanjutan dan perluasan
kegiatan yang sudah berjalan, yaitu
pemberian pelatihan dan sertifikasi

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: adhiprasw@gmail.com
**) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: ollanivabiola@yahoo.com
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kompetensi kerja kepada pencari kerja
melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
Pemerintah termasuk Balai Latihan Kerja
(BLK), LPK swasta, dan training center
industri, dimana pelatihan dilakukan
melalui tatap muka. Sasaran dari skema
ini adalah pencari kerja baru (skilling)
dan pencari kerja yang alih profesi atau
korban PHK. Kedua, kartu Pra Kerja
akses digital dengan target sasaran 1,5
juta orang utamanya untuk kelompok
usia muda (skilling dan re-skilling).
Sementara itu, untuk mendukung
pelaksanaan program wajib belajar

12 tahun, penduduk usia 15-18 tahun
tidak termasuk dalam target. Melalui
mekanisme ini, penerima manfaat
dapat memilih jenis, tempat, dan

waktu pelatihan melalui platform digital
seperti GoJek, Tokopedia, dan lainnya.
Pelatihan dapat dilaksanakan secara
online maupun tatap muka. Penyedia
pelatihan merupakan lembaga pelatihan
sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh
pemerintah

Guna menjalankan program ini
pemerintah akan membentuk satu
lembaga pengelola atau Project
Management Office (PMO) yang akan
menangani implementasi program Kartu
Pra Kerja baik akses regular maupun
digital. Dengan adanya PMO ini penulis
berharap adanya koordinasi dengan
kementerian terkait agar anggaran tidak
dihabiskan untuk membangun lembaga
baru.

Adapun urgensi yang mendorong
pemerintah untuk melaksanakan
program Kartu Pra kerja karena
dilatarbelakangi oleh masalah
ketenagakerjaan di Indonesia yaitu:
pertama, menurut data BPS, jumlah
angkatan kerja hingga Februari 2019
sebanyak 136,18 juta orang, naik 2,24
juta orang dibanding Februari 2018.
Namun, karakteristik penduduk yang
bekerja menurut tingkat pendidikan
masih didominasi oleh tingkat pendidikan
yang rendah yaitu pendidikan SD

ke bawah sebesar 52,40 juta (40,51
persen) lalu diikuti oleh tingkat
pendidikan lainnya. Data tersebut
memperlihatkan bahwa tingginya jumlah
angkatan kerja di Indonesia masih
ditopang oleh tingkat pendidikan yang
rendah. Apabila kondisi ini tidak dapat
segera ditangani oleh pemerintah
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Tabel 1. Tianat Produktivitas Pekerja di

ASEAN (ribuan US Dollar)

Negara 2015 2016
Brunei Darussalam 168,6 161,87
Singapura 130,79 131,9
Malaysia 54,45 56,38
Thailand 26,76 28,3
Indonesia 24,66 24,88
Filipina 18,46 18,73
Laos 11,01 11,53
Myanmar 10,91 10,64
Vietnam 9,7 10,22
Kamboja 5,93 6,21

Sumber: Asian Productivity Organization

(APO), 2019

maka Indonesia akan didominasi

oleh tenaga kerja yang berpendidikan
rendah. Rendahnya pendidikan akan
berdampak pada kualitas SDM itu sendiri
dimana kualitas yang rendah akan
sejalan dengan ketidakmampuan SDM
dalam persaingan global. Rendahnya
produktivitas tenaga kerja di Indonesia
dapat dilihat dari data Asian Productivity
Organization (APO), tingkat produktivitas
pekerja di Indonesia masih berada di
negara-negara ASEAN seperti Brunei,
Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Berdasarkan Tabel 1, terlihat terdapat
peningkatan produktivitas pekerja di
Indonesia dari tahun 2015-2016 namun
tidak signifikan.

Kedua, masalah pengangguran. Menurut
data BPS, tingkat pengangguran
Indonesia hingga Februari 2019
berkurang sebanyak 50 ribu orang,
hal ini sejalan dengan Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) yang
turun menjadi 5,01 persen. Namun,
yang menjadi persoalan adalah TPT
untuk Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) masih tertinggi diantara
tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar
8,63 persen. Padahal pendidikan
SMK merupakan pendidikan yang
dipersiapkan untuk dapat terjun
langsung di dunia kerja. Menteri
Bambang Brojonegoro menyatakan
bahwa banyaknya lulusan SMK yang
menganggur karena SMK yang ada
tidak sesuai dengan kebutuhan pasar
kerja (mismatch). Hal ini disebabkan



oleh beberapa hal yaitu: pertama,
sulitnya mengubah kurikulum SMK
sehingga tidak sesuai dengan
perkembangan zaman. Kedua, SMK
di Indonesia banyak dimiliki oleh
swasta tetapi yayasan tidak memiliki
kapasitas untuk pengembangan guru
dan pengembangan kurikulum yang
melibatkan perusahaan. Ketiga, tidak
banyak guru produktif atau guru ahli
yang sesuai dengan bidang kejuruan di
SMK tersebut (Kompas, 2019).

Ketiga, kondisi lapangan kerja. Menurut
data BPS, Hingga februari 2019
persentase lapangan pekerjaan yang
mengalami peningkatan persentase
penduduk bekerja hanya terdapat pada
penyediaan transportasi, akomodasi
makan dan minum serta industri
pengolahan. Namun, sektor pertanian
yang selama ini merupakan salah satu
lapangan usaha yang paling banyak
menyerap tenaga kerja hingga 38,11 juta
orang (29,46 persen) bersama dengan
kehutanan dan perikanan menurun
sebesar 1,00 persen, padahal salah satu
pelatihan yang akan dilakukan adalah
sektor agrobisnis.

Tantangan Program Kartu Pra Kerja

Dalam pelaksanaan program ini,
pemerintah akan dihadapkan dengan
beberapa tantangan, yaitu: pertama,
wacana pemberian insentif. Menurut
data BPS, rata-rata upah buruh pada
Februari 2019 sebesar 2,79 juta

rupiah per bulan. Pentingnya untuk
memperhatikan tingkat upah adalah
untuk tetap memperhatikan konsep
keadilan di dalam masyarakat. Wacana
pemberian insentif kepada para
penerima manfaat nantinya diharapkan
tidak memicu kecemburuan sosial antara
para buruh dan para pencari kerja.

Kedua, kondisi BLK. Dalam roadmap
perekonomian APINDO 2014-2019,
disebutkan bahwa program pelatihan
tenaga kerja yang dilakukan oleh
pemerintah melalui BLK belum

berjalan efektif. Beberapa karakteristik
permasalahan BLK adalah sebagai
berikut: buruknya fasilitas dan peralatan,
kualitas SDM dan pengajar yang

belum memadai, kurikulum dan desain

pelatihan yang ketinggalan zaman dan
tidak mencerminkan kebutuhan pasar,
serta kurangnya pengakuan dunia
industri atas sertifikat dan program
pelatihan yang didesain oleh BLK. Di

lain sisi, program pelatihan karyawan
yang dilakukan oleh industri (on-the-

Job training) di Indonesia juga masih
relatif rendah dibandingkan dengan
negara-negara lain di kawasan Asia
Timur. Beberapa alasan dari rendahnya
program pelatihan di internal perusahaan
adalah minimnya insentif yang diberikan
pemerintah, ketakutan akan perpindahan
tenaga kerja, serta besarnya waktu
produktif yang dikorbankan untuk
mengadakan pelatihan.

Menurut Direktorat Bina Kelembagaan
Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan
RI, jumlah BLK di Indonesia hingga
Agustus 2019 sebanyak 305 BLK yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia
dan hanya 270 BLK yang masih
beroperasional sementara sisanya
sudah tidak beroperasional. Dari data
terlampir disebutkan bahwa kapasitas
pelatihan yang dimiliki BLK di seluruh
provinsi adalah hanya 290.252 orang per
tahun. Sementara dalam laporan Komisi
IX DPR RI disebutkan bahwa sepertiga
dari seluruh total BLK yang ada di
Indonesia berada dalam kondisi rusak
dan masih kekurangan tenaga instruktur.

Ketiga, kondisi platform digital di
Indonesia. Penggunaan platform digital
sebagai wadah pelatihan menuntut
infrastruktur TIK yang baik dan
penguasaan teknologi yang baik oleh
penggunanya. Sementara menurut
Badan Pusat Statistik (BPS), dari 176
negara di dunia, Indonesia menempati
peringkat ke 111 pada tahun 2016 dalam
hal Indeks Pembangunan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK).
Berdasarkan hasil riset dari We Are
Social dan Hootsuite, Indonesia berada
pada Indeks 40,41 dari nilai maksimum
100 untuk pembangunan infrastruktur
jaringan dan telekomunikasi (Kominfo,
2017). Artinya, kesiapan infrastruktur
yang Indonesia masih jauh berada
angka 100 bahkan belum mencapai
setengah dari indeks yang telah
ditetapkan.
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Rekomendasi

Anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk Program Kartu Pra Kerja
tidaklah sedikit. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan beberapa hal yang
dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan agar program ini dapat berjalan
lebih optimal dan efisien yaitu: pertama, peningkatan produktivitas tenaga

kerja yang akan dilakukan harus lebih memperhatikan kondisi tenaga kerja
Indonesia yang umumnya didominasi oleh pendidikan yang rendah. Selain itu,
pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas SMK dengan mengoptimalkan
BSNP untuk mengevaluasi kurikulum yang sesuai kebutuhan pasar kerja.
Kedua, peningkatan lapangan pekerjaan. Dalam NK RAPBN tahun 2020
disebutkan beberapa sektor yang menjadi perhatian pemerintah yaitu coding,
data analytics, desain grafis, barista, agrobisnis, hingga operator alat berat. Oleh
karena itu, pemerintah diharapkan akan membuka lapangan kerja yang terkait
dengan sektor-sektor yang telah disebutkan sehingga dapat menyerap penerima
manfaat lebih optimal. Ketiga, rencana pemberian insentif bagi para penerima
manfaat kartu pra kerja perlu memperhatikan konsep keadilan bagi penerima
manfaat kartu pra kerja dan para pekerja khususnya para pekerja dengan

upah minimum (buruh). Keempat, revitalisasi BLK dapat dilakukan dengan
meningkatkan mutu pelatihan sesuai dengan kebutuhan kerja dan penambahan
jumlah instruktur serta dapat dilakukan dengan pemberian insentif kepada
perusahaan yang memberikan pelatihan. Kelima, pemerintah harus menjalin
komitmen dan kolaborasi yang baik dengan berbagai sektor. Pemerintah harus
semakin melibatkan perusahaan untuk turut serta melakukan pelatihan-pelatihan
dan menyerap tenaga kerja yang telah mendapatkan pelatihan. Serta persiapan
dalam pembangunan infrastruktur TIK yang memadai sehingga pelatihan melalui
platform digital dapat berjalan dengan optimal.
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Abstrak

Peningkatan sumber daya manusia dan pertumbuhan berkualitas menjadi tema
pembangunan nasional di Tahun 2020. Oleh sebab itu pemerintah menetapkan
dua program prioritas dalam rangka mencapai target tersebut, yaitu Program
Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Kebutuhan Air serta Daya
Dukung Lingkungan. Namun dua program yang merupakan lanjutan dari program
pembangunan RPJMN 2015-2019 tersebut masih mengalami kendala dalam
proses kinerjanya, bahkan data statistik menunjukkan tren kinerja yang menurun.
Butuh upaya yang lebih tinggi bagi pemerintah agar target pembangunan di tahun
2020 dapat tercapai dengan tetap berkomitmen memperkuat kualitas alokasi

pada program prioritas.

ertumbuhan sumber daya
P manusia (SDM) yang berkualitas

menjadi concern pemerintah
dalam target pembangunan nasional.
Salah satu indikator pertumbuhan SDM
yang berkualitas adalah terpenuhinya
akses air yang aman dan sanitasi yang
baik. Oleh sebab itu dalam Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020,
Pemerintah kembali melanjutkan
beberapa program prioritas RPJMN
2014-2019, salah satunya yaitu Program
Pembangunan Infrastruktur Pelayanan
Dasar dan Kebutuhan Air serta Daya
Dukung Lingkungan sebagai Prioritas
Nasional dua dan empat. Sasaran
yang hendak dicapai dari kedua
program tersebut adalah pemenuhan
akses air minum yang aman untuk
seluruh warga Indonesia (universal
access) dan peningkatan kuantitas
dan kualitas sumber air baku yang
aman dan berkelanjutan. Menurut data
Bappenas dalam Rakorbangpus, untuk
mendukung program tersebut, di tahun
2020 pemerintah telah menganggarkan
dana sebesar Rp73,5 triliun untuk
membiayai 574 proyek di kementerian/
lembaga terkait termasuk pembangunan
infrastruktur dasar penyediaan kebutuhan
air tersebut. Menjadi tantangan bagi
pemerintah dalam merumuskan RKP

pada tahun ini disebabkan adanya masa
transisi ke RPIMN 2020-2024, dimana
penentuan struktur prioritas untuk

RKP 2020 menggunakan RKP tahun
sebelumnya dan belum merujuk pada
RPJMN 2020-2024. Hal ini tentunya
akan berpengaruh pada kualitas
penganggaran, dimana pemerintah telah
berkomitmen untuk memperkuat kualitas
alokasi pada program prioritas.

Pemenuhan Kebutuhan Air
Minum Layak Merupakan Tujuan
Pembangunan Milenium Indonesia

Akses air minum yang aman menjadi
salah satu komitmen pemerintah

dalam penandatanganan Millenium
Development Goals (MDGs), yaitu
kesepakatan dengan 189 negara dalam
sidang PBB Tahun 2000 tujuan ke-7
yaitu ensure enviromental sustainability
yang menempatkan manusia sebagai
fokus utama pembangunan dengan
tujuan akhir kesejahteraan (Bappenas,
2010). Target yang harus dicapai adalah
menurunkan hingga setengahnya
proporsi rumah tangga tanpa akses
berkelanjutan terhadap sumber air
minum dan fasilitas sanitasi dasar

yang layak. Pemerintah mendefinisikan
akses aman air minum sebagai proporsi
masyarakat (jiwa terlayani) yang memiliki

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: tha_caroline03@yahoo.com
**) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: hikmatulfitri.data@gmail.com
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akses minum yang terlindung yang
meliputi air ledeng (keran) dan sumur
terlindung, hidran umum, terminal air,
Penampung Air Hujan (PAH) atau mata
air, sumur bor atau sumur pompa,

yang jaraknya minimal 10 meter dari
pembuangan kotoran, penampungan
limbah dan/atau pembuangan sampah
(Renstra DitSPAM 2015-2019).

Untuk meningkatkan daya tampung

dan suplai air dalam mendukung
penyediaan infrastruktur dasar air minum
pemerintah menargetkan pembangunan
65 bendungan dan 1.053 embung.

Melalui mekanisme pendanaan APBN,
Pemerintah telah menganggarkan

dana 35 persen dari total kebutuhan
pembangunan infrastruktur dasar
layanan air minum sebagai stimulasi dan
telah menentukan target pembangunan
jangka waktu 5 tahun 2015-2019 seperti
terlihat pada Tabel 1.

Pemenuhan Akses Aman Air Minum
Menunjukkan Kinerja yang Menurun

Proporsi rumah tangga dengan akses
berkelanjutan terhadap sumber air
terlindung di Indonesia 2015-2018 secara

Tabel 1. Target Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Kebutuhan Air
Minum RPJMN 2015-2019

SPAM Regional kawasan 10 2.395 112
SPAM Perkotaan
a. SPAM IKK kecamatan 340 6.961 1.894 42.655
b. SPAM Ibukota Pemekaran/Perluasan
Perkotaan
1. SPAM Ibukota Pemekaran kecamatan 1 294 4 41 18 183
2. SPAM Perluasan Perkotaan
a. Pemanfaatan Kapasitas Eksisting kecamatan 55 1140 6 137
b. Pemanfaatan idle kawasan 67 468 973 7.422 556 4.241
c. Penurunan NRW kecamatan 39 219
SPAM Berbasis Masyarakat
a. PAMSIMAS desa 3.637 | 15.444 9.059 43.106
SPAM di Kawasan Khusus
a. SPAM Kws Kumuh Perkotaan kawasan 77 512 484 3.692
b. SPAM Kws Nelayan kawasan 95 157 129 246
%éﬁﬁ:rM Kws Rawan Air/Perbatasan/Pulau desa 164 1.068 1.001 | 7.330 567 4.884
SPAM PDAM Terfasilitasi
a. Bantuan Program PDAM PDAM 174 794 174 191
b. Pengembangan Jaringan SPAM MBR kawasan 522 1.408 996 460 2.989 3.142
SPAM Non-PDAM Terfasilitasi
a. Bantuan Program UPTD non-PDAM 50 141 28 50 34
b. Pengembangan Jaringan SPAM MBR kawasan 106 246 249 115 374 785
_I?;‘rfg‘ilﬁi'tl'zgigga Bukan Jaringan Perpipaan kab/kota 497 497 8.839
(Tur)binwas provinsi 34 2.751 7.038
Penyediaan Air Baku 18.199

Sumber: Renstra DitSPAM 2014-2019, diolah
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Gambar 1. Realisasi Pemenuhan Akses Air
Minum 2015-2018 (persen)

target WM realisasi % realisasi

Sumber: LAKIP Ditjen SPAM 2015-2018,
diolah

keseluruhan memang menunjukkan tren
pertumbuhan positif (70,32 menjadi 73,60
persen), namun jika dilihat dari kinerja
pemenuhan 100 persen akses aman air
minum (universal access) bagi rumah
tangga di tahun 2019 menunjukkan tren
yang menurun (Gambar 1). Sejalan
dengan realisasi tersebut, data Indikator
Perumahan dan Kesehatan Lingkungan
Tahun 2018 yang dikeluarkan BPS

juga menunjukkan bahwa persentase
rumah tangga yang memiliki akses
terhadap air minum layak di Wilayah
Timur Indonesia (WTI) dan beberapa
wilayah di bagian barat jauh lebih rendah
dibandingkan rata-rata nasional. Sebagai
contoh Papua, Lampung, dan Bengkulu
merupakan wilayah yang memiliki akses
terhadap air minum yang paling rendah
yaitu 58,35; 56,78; dan 49,37 persen
rumah tangga. Hasil Riset Kesehatan
Dasar (Riskesdas) 2018 yang dirilis oleh
Kemenkes menunjukkan bahwa WTI
juga menempati urutan paling rendah
untuk dapat memanfaatkan air per hari
dalam rumah tangga seperti Provinsi
Papua, Papua Barat, NTT, dan Maluku
Utara.

Ketersediaan akses air minum yang
aman bagi rumah tangga harus disokong
oleh daya dukung lingkungan yang
memadai. Indikator tersebut ditunjukkan
oleh baiknya sarana dan prasarana
pengelolaan air baku. Indonesia

membutuhkan daya dukung air baku
yang cukup besar mencapai 128 m?
detik, di sisi lain, untuk menjadi air bersih
oleh pengelola air bersih/air minum
masih terdapat 7,04 m?®/detik kapasitas
air baku yang belum dimanfaatkan
(1dle capacity). Oleh sebab itu selama
kurun waktu 2014-2019 pemerintah
menetapkan target tercapainya
dukungan ketahanan air melalui
peningkatan kapasitas penyediaan
air baku sebagai kebutuhan dasar
sebesar 118,96 m®/detik. Pada tahun
2014 peningkatan dukungan ketahanan
air baru mencapai 28,95 persen dan
kontribusi pemenuhan air baku baru
mencapai 51,44 md/detik, atau setara
dengan 66,35 persen dari kapasitas
yang dibutuhkan. Melalui RPJMN 2014-
2019 pemerintah menetapkan target
pemenuhan kebutuhan air baku untuk
mendukung pemenuhan kebutuhan air
minum meningkat sebesar 67,52 m3/
detik di tahun 2019. Namun data statistik
memperlihatkan kinerja yang masih
jauh dari harapan. Hingga tahun 2018
peningkatan dukungan ketahanan air
melalui pemenuhan kebutuhan air baku
baru mencapai 24,92 m3/detik atau
hanya sebesar 36,91 persen dari target
yang ditetapkan di tahun 2019. Meskipun
secara kumulatif, realisasi peningkatan/
pembangunan sarana dan prasarana
pengelolaan air baku menunjukkan tren
Gambar 2. Realisasi Peningkatan Layanan
Pengelolaan Air Baku 2015-2019
meter3/detik

615 AL

2016 2017

Realisasi(m3/detk) e’ realisas

Komulatif terhadap target

Sumber: LAKIP Ditjen SDA 2015-2018, diolah
*realisasi tahun 2019 angka proyeksi
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pertumbuhan positif, namun secara Ketidakpatuhan terhadap Hukum
target tahunan, kinerjanya berfluktuatif dan Perundang-undangan dan
dan cenderung menurun, seperti yang Ketidakefektifan Kinerja

;egggapt)lfr?d;e?n?a??r?tzrhzrhsmggﬁ(}%i%% Bila dipelajari lebih lanjut, rendahnya
hanya dapat membangun sarpras air  gobe A PO S00ES )
;’2&3 3Zg§f?jﬁb5anmgﬁ (jr]eg;azegé?%%ae tgéaiIS_ dan peningkatan kuantitas dan kualitas
2019 adalah 29,92 m?detik atau 44,31 ﬁl;rr?yb; a%;ggg#uﬂ?g:;ﬁegﬁ?égata
persen. Hal tersebut bermakna bahwa pembangunan fisik dan kendala teknis
penetapan target pemenuhan kebutuhan  gemata. Hasil pemeriksaan BPK tahun

air baku untuk mendukung 100 persen 2016 Semester | 2018 menyebutkan
akses aman air bagi rumah tangga bahwa terdapat 48 permasalahan
berpotensi tidak tercapai. ketidakpatuhan terhadap peraturan
Faktor Teknis di Lapangan Masih perundang-undangan dan hukum dalam

Menjadi Kendala Pembangunan Fisik ~ pengelolaan air minum dan sanitasi
air yang merugikan negara dengan

Pemerintah menjelaskan bahwa nilai Rp15,58 miliar dan Rp44,61
berdasarkan hasil evaluasi faktor kendala miliar. Pemeriksaan kinerja khususnya
yang memberi efek pada pencapaian pengelolaan bendungan untuk

target tahunan seringkali berasal dari penyediaan air baku, telah dilakukan
hambatan dan permasalahan dalam sejak tahun 2014 juga menunjukkan
melaksanakan kegiatan fisik infrastruktur - masih terdapat ketidakefektifan dalam
di lapangan, seperti keterlambatan aspek perencanaan, pelaksanaan,

dan panjangnya proses pembebasan serta monitoring dan evaluasi. Hasil
tanah serta kendala lingkungan sosial, pemeriksaan tersebut mengungkapkan
permasalahan yang bersumber dari terdapat 25 temuan yang memuat 24

dana pinjaman, kebijakan penghematan  nermasalahan ketidakefektifan dan

anggaran di instansi terkait, dan kendala  potensi kerugian senilai Rp12,68 miliar.

lainnya. Selanjutnya pemerintah a2
menyebutkan bahwa terdapatnya gap r‘ eV aSSa S e

antara target sasaran dan realisasi juga

disebabkan adanya backlog kebutuhan ’? &éﬂ/ﬂeﬂ(ﬁl&’l

pendanaan, sebagai contoh kebutuhan } Penetapan peningkatan penyediaan

dana sesuai Renstra 2015-2019 pada e (maf
Tahun 2017 sebesar Rp70,356 triliun, ( akses air minum layak dan layanan

sementara alokasi anggaran dalam } SUSEN 7L SR [Dielel i

prioritas nasional di tahun 2020 (

DIPA Ditjen SDA Tahun 2017 sebesar i :
Rp33,267 triliun. Alokasi anggaran pada menjdadii fakior ptentlgghdalam b
instansi terkait dalam kurun waktu 2011- (rjnen LCinle) st bu ?(n slym =
2017 terus mengalami peningkatan dari dya manusia yang berkualitas
Rp13 triliun meningkat menjadi Rp28,924 §' Sésuai dengan tema pembangunan.
triliun di tahun 2016 dan Rp33,267 triliun 4 Meskipun dua program tersebut
pada tahun 2017. Berdasarkan data merupakan lanjutan dari

laporan kinerja juga diperoleh informasi prioritas pembangunan periode
bahwa pelaksanaan anggaran cenderung |, se€belumnya yaitu RPJMN 2015-
tidak efisien disebabkan meningkatnya 2019, pemerintah tetap harus
alokasi anggaran tidak diikuti dengan } memperhatikan sisi penganggaran }

NN NSNS

IAA

meningkatnya capaian target fisik dan agar komitmen menyelenggarakan
realisasi anggaran, bahkan cenderung APBN yang berkualitas tetap
menurun (Lakip Ditjen SDA, 2017). terjaga. Sebagaimana penjelasan
Minimnya koordinasi antara pusat dan di atas bahwa hingga akhir
daerah masih menjadi kendala dalam periode RPJMN 2015-2019
pencapaian target, termasuk readiness masih terdapat kelemahan dalam
criteria (RC) yang belum mampu kinerja pemenuhan kebutuhan
dicapai oleh daerah, berakibat adanya La,r minum, yaitu peningkatan

pembangunan fisik yang terhambat. e N N NN
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layanan air baku belum mencapai 50 persen dan pemenuhan akses aman air
minum baru mencapai 73 persen, pemerintah dapat memerhatikan beberapa
rekomendasi sebagai berikut: pertama, dalam rangka meningkatkan efektivitas

} kinerja pemenuhan layanan air baku, instansi terkait dalam hal ini Ditjen

{ SDA hendaknya melakukan evaluasi perencanaan pembangunan secara

o N\

komprehensif dengan mempertimbangkan secara cermat kendala yang terjadi di
lapangan.

o’ N\

} Kedua, menetapkan kebijakan percepatan penyelesaian pembangunan fisik
seperti bendungan agar segera dapat dimanfaatkan sesuai Renstra SDA Tahun

2015-2019.

} Ketiga, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk percepatan
penyelesaian permasalahan lahan pada lokasi pembangunan serta melakukan
evaluasi dan menyusun rencana aksi terhadap pelaksanaan pembangunan

{ untuk menjamin pemenuhan target RPJMN 2015-2019.

o N\

Keempat, Pemerintah dalam hal ini instansi terkait tidak hanya concern
terhadap kendala teknis di lapangan yang menghambat pembangunan fisik
{ saja, seperti readiness criteria (RC), permasalahan koordinasi pusat dan

o N\

daerah dan pembebasan lahan maupun backlog pendanaan, namun tetap

berupaya meningkatkan kinerja, memperhatikan kepatuhan terhadap hukum

dan perundang-undangan serta meningkatkan pengendalian internal agar target
‘ pembangunan nasional di periode mendatang dapat tercapai dengan baik dan

berkualitas.
kaIIIIIIII‘J
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